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PENDAHULUAN
Sektor pendapatan daerah memegang pe-

ranan yang sangat penting, karena melalui sektor
ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat
membiayai kegiatan pemerintah dan pembangu-
nan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk
berperan aktif dalam mengoptimalkan penerima-
an pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai
upaya untuk menggali pendanaan dalam pelak-
sanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu
Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan serah
terima pengelolaan PBB P2 dari Direktorat Jen-
dral Pajak (DJP) melalui KPP Pratama Bang-

kinang ke Pemda Kampar (DPPKA)1 pada pe-
riode tahun 2013, yaitu pada tanggal 15 Januari
2013. Karena PBB P2 merupakan jenis pajak
baru bagi Kabupaten Kampar, pengamatan pe-
neliti terdapat beberapa kendala dan permasa-
lahan yang timbul dalam pemungutan PBB P2
yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pen-
dapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kampar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
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Abstract: On 15 January 2013 collection of PBB P2 has been replace from central government to
local government, on that case  the implementation of collecting PBB P2 implemented by the
Services of Revenue and Financial Management Office of Kampar’s Regency, Upon implementation
there are still some problems.  This research generally aims to understand the procedure of
collecting PBB P2 covering all series of activities the administration of receipt, and reporting, and
specifically to know why the collection of Land and Rural and Urban Tax by Services of Revenue
of Finance and Asset Management of Kampar’s Regency has not been able to become sector the
main tax in increasing the Kampar District’s original income during 2013-2016. This research uses
descriptive-qualitative analysis model.  The results of this study indicate that: Firstly, the collection
of land and rural and urban land tax (PBB P2) implemented by the Sevices of Revenue and
Regional Asset Management Office of Kampar’s Regency has not been able to become the main
tax sector in increasing the original revenue in Kampar’s regency during 2013 until 2016, this is
caused by the implementation of PBB P2 has not been implemented optimally. Secondly, there are
some factors causing the unavailability of PBB P2 optimally.

Abstrak: Pada tanggal 15 Januari 2013 Pemungutan PBB P2 telah dialihkan oleh Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagai Dinas pelaksana teknis. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
masalah.  Penelitian ini bertujuan Secara umum untuk mengetahui prosedur pemungutan PBB P2
yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan penerimaan, dan pelaporan
dan secara khusus untuk mengetahui mengapa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar belum
mampu menjadi sektor pajak utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar
pada tahun 2013-2016.  Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kampar belum mampu menjadi sektor pajak utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, hal ini disebabkan karena
pelaksanaan pemungutan PBB P2 belum dilaksanakan secara optimal dan Kedua, terdapat beberapa
faktor penyebab belum dilaksanakannya Pemungutan PBB P2 ini secara optimal.

Kata Kunci: pemungutan PBB P2, PAD, pajak utama

1 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan
Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian
tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas
Kabupaten Kampar, dinas ini di pimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu
Bupati  dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
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11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan jo  Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 ten-
tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan tersebut, dapat diidentifikasikan se-
bagai berikut : Pertama tata cara pembayaran
PBB P2 yang dirasa masih belum memberikan
pelayanan yang mudah bagi para wajib pajak,
Kedua kurangnya sosialisasi dan himbauan ter-
hadap wajib pajak tentang pentingnya membayar
pajak, lemahnya sistem pengelolaan basis data
objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak, hal
ini kemudian mengakibatkan tidak efektifnya
pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Kabupaten
Kampar, Ketiga masih minimnya sarana dan
prasarana penunjang dalam pelaksanaan pemu-
ngutan PBB P2 yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kampar, Keempat Sumber Daya
Aparatur sebagai instrument penting pelaksanaan
pemungutan PBB P2 belum sesuai dengan ragam
kompetensi yang seharusnya mengisi formasi di
Bidang PBB P2 DPPKA Kabupaten Kampar,
dan yang kelima PBB P2 belum mampu menjadi
penyumbang nomor satu terhadap PAD sektor
pajak, namun apabila dilaksanakan secara opti-
mal, maka realisasi penerimaan PBB P2 ini akan
mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Pusat
dan PBB P2 akan menjadi penyumbang utama
dari sektor pajak.

Pemungutan pajak merupakan tujuan uta-
ma administrasi pajak dan yang menjadi alasan
mengapa ada administrasi pajak. Hal ini diung-
kapkan oleh Alink dan Kommer bahwa:
“Collection is the main objective of a tax
administration and the reason for its exis-
tence”. Pemungutan pajak harus memenuhi
syarat berikut (Mardiasmo, 2016 : 4):
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat ke-

adilan)
Adil dalam pandangan hukum, artinya me-
ngenakan pajak secara umum dan merata,
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan-
nya yakni dengan memberikan hak bagi
Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan meng-

ajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pemungutan berdasarkan Undang-Undang

(syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak di atur dalm UUD 1945
pasal 23 ayat 2, yang tertulis : “Segala pajak
untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-
Undang”, sedangkan Undang-Undang yang
mengatur tentang PBB P2 adalah Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009.

3. Pemungutan tidak mengganggu perekono-
mian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelan-
caran kegiatan produksi maupun perdaga-
ngan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus efisien
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan
pajak harus lebih rendah dari hasil pemu-
ngutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana
akan memudahkan dan mendorong masya-
rakat dalam memenuhi kewajiban perpaja-
kannya.

Menurut Edward III dalam Widodo
(2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan
kebijakan antara lain, yaitu faktor (1) komu-
nikasi yang diartikan sebagai “proses penyam-
paian informasi komunikator kepada komu-
nikan”. Informasi mengenai kebijakan publik
perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan
agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui
apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan
untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga
tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai
sesuai dengan yang diharapakan. (2) sumber-
daya, meliputi sumberdaya manusia, sumber-
daya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan
sumberdaya kewenangan, (3) disposisi, sebagai
“kemauan, keinginan dan kecenderungan para
perlaku kebijakan untuk melaksanakan ke-
bijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga
apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan”. (4) struktur birokrasi, terdapat
dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni
Standard Operational Procedure (SOP) dan
fragmentasi”. SOP merupakan perkembangan
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dari tuntutan internal akan kepastian waktu,
sumber daya serta kebutuhan penyeragaman da-
lam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

METODE
Pendekatan yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah pendekatan kualitatif menurut
Richard dan Cock dalam Idrus (2002) dalam
penelitian kualitatif dikenal istilah human
instrument, artinya peneliti yang bertindak
selaku instrument itu sendiri. Untuk membatasi
penulisan ini agar tidak meluas pembahasannya
sehingga keluar dari objek kajian, maka sesuai
judul, penulis memberikan batasan penulisan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Per-
desaan dan Perkotaan Oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset dalam meningkatkan Pen-
dapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Pada
Tahun 2013 – 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Penatausahaan, Penerimaan dan
Pelaporan PBB P2

Selanjutnya dalam rangka Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Ba-
ngunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Bupati Kampar Nomor
11 tahun 2011, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Kampar tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, yakni Peraturan
Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2014.  Adapun
ruang lingkup sistem dan Prosedur Pemungutan
PBB P2 adalah seluruh rangkaian proses yang
harus dilakukan dalam menerima, menata-
usahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penatausahaan
Penatausahaan yang dilakukan oleh Bidang

PBB P2 DPPKA Kabupaten Kampar adalah
meliputi:
1. Penyampaian SPOP dan SPPT
2. Penelitian dan Perekaman SPOP dan LSPOP
3. Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Ter-

hutang

4. Penagihan, Keberatan, Pembetulan dan
Penghapusan Piutang

5. Pemberian Angsuran atau Penundaan Pem-
bayaran Pajak

Penerimaan
Penerimaan dalam Sistem dan Prosedur

Pemungutan PBB P2 mencakup :
1. Pembayaran PBB P2 dan Pencetakan Surat

Tanda Terima Setoran ( STTS);
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Beradasarkan ketetapan Pemerintah Daerah
maka Bank Riau ditunjuk sebagai Bank Persepsi
pembayaran PBB P2.  Jangka waktu pelunasan
PBB P2 adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak
dan atau tanggal 30 September setiap tahunnya.

Hasil pajak daerah merupakan sumber pe-
nerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mendo-
minan sesudah lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagai salah satu sektor Pajak sangat
menentukan jumlah penerimaan dari sektor pajak
tersebut, sehingga apabila pemungutan PBB P2
ini dapat dilakukan secara optimal akan meni-
ngkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kampar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan belum menjadi sektor pajak utama
dalam Realisasi penerimaan Pajak Daerah di
Kabupaten Kampar, namun apabila Pemungutan
PBB P2 ini dilakukan secara optimal, maka PBB
P2 akan menjadi sektor Pajak Utama. Di tiap
masing-masing Tahun Anggaran terdapat sisa
pokok ketetapan PBB P2 yang apabila mampu
dipungut sesuai dengan pokok ketetapan akan
mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kampar

PBB P2 merupakan salah satu sektor
pajak yang apabila pemungutannya dapat dila-
kukan secara optimal akan menjadikan sektor
pajak ini sebagai sektor utama dalam meni-
ngkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ber-
sumber dari hasil pajak, dapat dilihat di masing-
masing Tahun Anggaran apabila sisa pokok
ketetapan dapat dipenuhi maka sektor PBB P2
dapat menyumbang masing-masing (21,18%)
dari jumlah realisasi PAD Tahun Anggaran 2013,

Pemungutan Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Putri)
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(7,6%) dari jumlah realisasi PAD Tahun Ang-
garan 2014, (6,51%) dari jumlah realisasi PAD
Tahun Anggaran 2015, dan selanjutnya (8,8%)
dari jumlah realisasi PAD Tahun Anggaran 2016,
hal ini tentu saja pada akhirnya akan mampu
membantu menutup celah fiskal serta mengurangi
ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kampar terhadap Pemerintah Pusat.

Pelaporan
Untuk pelaporan Keuangan ini, DDPKA

kabupaten Kampar Bidang Pelaporan telah me-
nggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) me-
rupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan
sebagai alat bantu Pemerintah Daerah yang
digunakan meningkatkan efektifitas implementasi
dari berbagai regulasi bidang pengelolaan Ke-
uangan Daerah yang berdasarkan kepada efi-
siensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel
dan auditable. Aplikasi ini juga merupakan salah
satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kemen-
trian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah
dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah,
dalam rangka penguatan persamaan persepsi
sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan
Daerah dalam penginterpretasian dan pengim-
plementasian berbagai peraturan perundang-
undangan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemungutan
PBB P2
Komunikasi

Dalam teori Edward III disebutkan bahwa
komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik
itu adalah “proses penyampaian informasi komu-
nikator kepada komunikan”, dalam hal ini baik
diantara unsur pelaksana maupun unsur pelak-
sana dengan wajib pajak. Komunikasi  ke-
bijakan memiliki beberapa dimensi, yang antara
lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hambatan yang terjadi dalam komunikasi
antara pelaksana dengan komunikan adalah sa-
ngat minimnya media-media reklame dan infor-
masi lain yang berasal dari media massa lokal
tentang pentingnya membayar pajak, tata cara
membayar pajak, dan sosialisasi yang dilak-
sanakan oleh Bidang PAD Kabupaten Kampar

belum efektif. Informasi ini Penulis peroleh
berdasarkan observasi dimana pada tahun 2012
setelah dilakukan sosialisasi tentang PBB P2 ke
seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar
dengan mengundang masing-masing Kepala
Desa dan Lurah belum membawa dampak yang
cukup signifikan terhadap peningkatan realisasi
Penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kampar.

Kemudian surat edaran Bupati yang dike-
luarkan pada tanggal 1 Juni 2014 dengan nomor
970/DPPKA-PBB belum memberikan kejelasan
tentang sangsi bagi Wajib Pajak yang lalai dalam
mebayar Pajak, berikut juga tidak ada Peraturan
Bupati yang mengatur tentang Sangsi Hukum
yang jelas. Perlunya konsistensi bersama para
Kolektor Pajak di Desa dan Kelurahan untuk
membangun komitmen dalam meningkatkan
kesadaran Wajib Pajak, karena dengan mening-
katnya kesadaran wajib pajak maka akan ber-
banding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah,
disini kolektor pajak adalah ujung tombak dalam
pemungutan PBB P2, karena apabila mengandal-
kan Petugas Pajak yang berada di DPPKA Ka-
bupaten Kampar tidak akan mampu meng-
akomodir Seluruh Wajib Pajak yang tersebar di
242 Desa dan 8 Kelurahan di Kabupaten Kam-
par, namun beradasarkan pengamatan Penulis
memang untuk masing-masing Desa dibutuhkan
lebih dari satu orang Kolektor Pajak”.

Sumber Daya
Permasalahan yang dihadapi dalam ruang

lingkup pelayanan yang berkaitan dengan pen-
tingnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Apa-
ratur adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya staf yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan, magang maupun pendidikan
formal maupun yang berlatar belakang pen-
didikan formal dibidang pengelolaan ke-
uangan dan aset daerah.

2. Terbatasnya Staf DPPKA yang menguasai
teknologi informasi dalam mendukung pelak-
sanaan tupoksi DPPKA”.

Sumber Daya Peralatan yang dimiliki oleh
Bidang PBB P2 DPPKA Kabupaten Kampar,
dinilai masih kurang representative dan fasilitatif,
sedangkan untuk sumber daya anggaran sangat
perlu ditingkatkan, untuk peningkatan sumber
daya manusia dan sumber daya peralatan.
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Disposisi
Dalam Disposisi ini berdasarkan penga-

matan Penulis dari data yang diterima adalah
membangun komitmen bersama termasuk komit-
men dalam menetapkan capaian target pene-
rimaan PBB P2 setiap tahunnya, apabila dilihat
dari Laporan realisasi per 31 Desember di
masing-masing Tahun Anggaran dari Tahun 2013
s/d 2016 dapat dilihat bahwa capaian target
penerimaan PBB P2 ditetapkan sesuai pene-
rimaan tahun sebelumnya. Padahal seharusnya
capaian target penerimaan PBB P2 ini adalah
sesuai dengan jumlah penerimaan dihitung dari
SPPT yang terbit, penerimaan dari tahun ke tahun
bersifat fluktuatif cenderung naik turun, seda-
ngkan jumlah SPPT cenderung bertambah.

Struktur Birokrasi
Stuktur Birokrasi termasuk di dalamnya

struktur kerja yang baik antara DPPKA Kabu-
paten Kampar khususnya Bidang PBB P2 de-
ngan Bank Riau Kepri sebagai bank Persepsi
belum terjalin dengan baik dan belum mampu
memberikan pelayanan dengan baik.

SIMPULAN
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dilak-
sanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar
belum mampu menjadi sektor pajak utama dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Ka-
bupaten Kampar pada tahun 2013 sampai
dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena
pelaksanaan pemungutan PBB P2 belum dilak-
sanakan secara optimal.

Faktor penyebab belum dilaksanakannya
Pemungutan PBB P2 ini secara optimal adalah :
a. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB
P2) sistem penatausahaan dan pembaya-
rannya belum memberikan kemudahan bagi
Wajib Pajak.

b. Tempat Pembayaran PBB P2 yang masih sulit
dijangkau oleh Wajib Pajak karena jarak yang
masih cukup jauh.

c.  Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak
dalam membayar PBB P2 salah satunya

dipengaruhi oleh sistem komunikasi antara
Komunikator (DPPKA) dengan Komunikan
(Wajib Pajak).

d. Sumber Daya Aparatur dalam Pemungutan
PBB P2 yang belum memadai, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas.

e.  Sumber Daya Sarana dan Prasarana dalam
Pemungutan PBB P2 yang kurang memadai.

f. Budaya Birokrasi yang tegas oleh para apa-
ratur pelaksana pemungutan PBB P2 belum
tercipta.

g. Bank Riau sebagai bank Persepsi belum
memberikan pelayanan yang optimal bagi
Wajib Pajak.
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